WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

a. berdasarkan Pasal 154 dan Pasal 160 Peraturan Menteri

Dalam Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2018,
mengalami beberapa perubahan Kegiatan yang tertuang
didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesi Nomor 124 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun Anggaran 2018;



Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore
Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5049);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



Menetapkan

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2018;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran
2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana
Pelayanan Administrasi Kependudukan;

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64);

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota
Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 195).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2018.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 49
Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
sebagai berikut :

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 410.309.996.295,00
Bertambah /(berkurang) Rp. (500.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan Rp. 409.809.996.295,00
a.8 Belanja Tidak terduga Rp 4.000.000.000,00
Bertambah /(berkurang) Rp. (500.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan Rp. 3.500.000.000,00
b. Belanja Langsung RP. 464.232.215.365,00
Bertambah /(berkurang) Rp. 500.000.000,00)
Jumlah setelah perubahan Rp. 464.732.215.365,00
b.1 Belanja Pegawai Rp. 48.920.247.840,00
Bertambah /(berkurang) Rp. (79.295.000,00)
Jumlah setelah perubahan Rp. 48.840.952.840,00
b.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 245.043.510.409,00
Bertambah /(berkurang) Rp. 97.360.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 245.140.870.409,00
b.3 Belanja Modal Rp. 170.268.457.116,00
Bertambah /(berkurang) Rp. 481.935.000,00
Jumlah setelah perubahan Rp. 170.750.392.116,00

2. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 2

Uraian perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.



Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan
Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore
Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 5 Pebruari 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

%——

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 5 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

//

=

M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 450.



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 5 PEBRUARI 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN | SESUDAH PERUBAHAN Bertambah/
Berkurang
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH 862,542,211,660 862,542,211,660 -
4.1. Pendapatan Asli Daerah 57,892,911,660 57,892,911,660 -
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 7,580,000,000 7,580,000,000 -
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 29,850,211,660 29,850,211,660 -
4.1.3. H_as_il Pengelolaan Kekayaan Daerah yang ) )
Dipisahkan -
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20,462,700,000 20,462,700,000 }
4.2, Dana Perimbangan 729,368,675,000 729,368,675,000 -
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 21,165,753,000 21,165,753,000 3
4.2.2. Dana Alokasi Umum 545,226,947,000 545,226,947,000 -
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 162,975,975,000 162,975,975,000 -
4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 75,280,625,000 75,280,625,000 R
4.3.1. Pendapatan Hibah 2,600,000,000 2,600,000,000 -
4.3.2. Dana Darurat - - -
4.3.3, |BagiHasil Pajak dari Provinsi dan 5,750,000,000 5,750,000,000
Pemerintah Daerah Lainnya -
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 66,930,625,000 66,930,625,000 B
435, Bantua_n keuangan dgri Provinsi atau ) )
pemerintah daerah lainnya -
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 862,542,211,660 862,542,211,660 -
5 BELANJA DAERAH 874,542,211,660 874,542,211,660 -
5.1 Belanja Tidak Langsung 410,309,996,295 409,809,996,295 (500,000,000)
5.1.1. Belanja Pegawai 300,849,181,295 300,849,181,295 -
5.1.2. Belanja Bunga - - -
5.1.3. Belanja Subsidi - - -
5.1.4. Belanja Hibah 7,978,000,000 7,978,000,000 -
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 500,000,000 500,000,000 -
5.1.6. Belanja Bagi Hasil - - -
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan 96,982,815,000 96,982,815,000 -
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 4,000,000,000 3,500,000,000 (500,000,000)
5.2. Belanja Langsung 464,232,215,365 464,732,215,365 500,000,000
5.2.1. Belanja Pegawai 48,920,247,840 48,840,952,840 (79,295,000)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 245,043,510,409 245,140,870,409 97,360,000
5.2.3. Belanja Modal 170,268,457,116 170,750,392,116 481,935,000
JUMLAH BELANJA DAERAH 874,542,211,660 874,542,211,660 -
SURPLUS / (DEFISIT) (12,000,000,000) (12,000,000,000) -
6 PEMBIAYAAN DAERAH 12,000,000,000 12,000,000,000 -
6.1. Penerimaan Pembiayaan 20,000,000,000 20,000,000,000 -
6.1.1. %S:uteg:;:ﬁmi:;gga” Anggaran Daerah 20,000,000,000 20,000,000,000 )
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 20,000,000,000 20,000,000,000 )




6.2. Pengeluaran Pembiayaan 8,000,000,000 8,000,000,000

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 8,000,000,000 8,000,000,000
Daerah

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8,000,000,000 8,000,000,000

PEMBIAYAAN NETO 12,000,000,000 12,000,000,000

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN _ .

TAHUN BERKENAAN
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Urusan Pemerintahan

Organisasi SKPD

1.02 Kesehatan

1.02.01 - Dinas Kesehatan

KODE REKENING URATAN PERUBAMAN | PERUBAMAN | (BERKURANG)
PENJELASAN / DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 6
1.02-1.02.01-01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,313,683,690 2,313,683,690 -
Sumber Dana DAU
(1).10.3;)18.02.01- Penyediaan jasa kebersihan kantor 24,000,000 24,000,000 - |Lokasi Tidore Kepulauan
Keluaran Jumlah jasa cleaning service yang tersedia
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24,000,000 24,000,000 -
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12,000,000 12,000,000 -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 12,000,000 - (12,000,000)
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih - 12,000,000 12,000,000
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12,000,000 12,000,000 -
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Kebersihan (Clining Service) 12,000,000 12,000,000 -
1.02-1.02.01-15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,844,601,000 1,844,601,000 -
Sumber Dana : DAK Non Fisik BOK
oo L0z01 Rapat Koordinasi Ketersediaan Obat 65,163,000 65,163,000 - |Lokasi : Kota Tidore Kepulauan
Keluaran : Jumlah Peserta Rapat
5.2.1. Belanja Pegawai 48,300,000 48,300,000 -
5.2.1.01. Honorarium PNS 48,300,000 48,300,000 -
5.2.1.01.01 Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan 7,200,000 - (7,200,000)
5.2.1.01.04 Honorarium peserta kegiatan 35,700,000 42,900,000 7,200,000
5.2.1.01.08 Honorarium moderator 5,400,000 5,400,000 -




uRAzAN | e | sy
PENJELASAN / DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 6

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16,863,000 16,863,000 -

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 813,000 813,000 -

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 813,000 813,000 -

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10,050,000 10,050,000 -

5.2.2.03.37 Belanja dekorasi 1,050,000 1,050,000 -

5.2.2.03.38 Belanja jasa narasumber 9,000,000 9,000,000 -

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 720,000 720,000 -

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 720,000 720,000 -

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5,280,000 5,280,000 -

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5,280,000 5,280,000 -

1.02-1.02.01-16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,832,536,000 1,832,536,000 -

Sumber Dana DAK Non Fisik BOK
:2).(2);;.02.01- Lokakarya Penggalangan Komitmen 83,914,500 71,014,500 (12,900,000) [Lokasi Kota Tidore Kepulauan
Keluaran Jumlah Puskesmas yang akan diakreditasi

5.2.1. Belanja Pegawai 12,900,000 - (12,900,000)

5.2.1.01. Honorarium PNS 12,900,000 - (12,900,000)

5.2.1.01.01 Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan 12,900,000 - (12,900,000)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 71,014,500 71,014,500 -

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 209,500 209,500 -

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 209,500 209,500 -

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 37,800,000 37,800,000 -

5.2.2.03.38 Belanja jasa narasumber 37,800,000 37,800,000 -

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 800,000 800,000 -

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500,000 500,000 -




KODE REKENING URALAN PERUBAMAN | PERUBAMAN | (BERKURANG)
PENJELASAN / DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 6
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 300,000 300,000 -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9,975,000 9,975,000 -
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,975,000 9,975,000 -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 22,230,000 22,230,000 -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22,230,000 22,230,000 -
Sumber Dana DAK
:2(2)-6]:;02.01- Pra Survey Akreditasi Puskesmas 109,014,000 98,264,000 (10,750,000) | Lokasi LFA’uskes
Keluaran Pra Survey Akreditasi Puskesmas
5.2.1. Belanja Pegawai 10,750,000 - (10,750,000)
5.2.1.01. Honorarium PNS 10,750,000 - (10,750,000)
5.2.1.01.01 Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan 10,750,000 - (10,750,000)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 98,264,000 98,264,000 -
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 339,000 339,000 -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 339,000 339,000 -
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 63,000,000 63,000,000 -
5.2.2.03.38 Belanja jasa narasumber 63,000,000 63,000,000 -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 16,625,000 16,625,000 -
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 16,625,000 16,625,000 -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18,300,000 18,300,000 -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18,300,000 18,300,000 -
Sumber Dana DAK Non Fisik BOK
100201 Self Assesment Akreditasi Puskesmas 126,290,000 113,390,000 (12,900,000) |Lokasi Puskesmas Akelamo, Tosa, Talagamori,
Keluaran jl-J‘m‘Iah-Puske-smals yang akan diakreditasi
5.2.1. Belanja Pegawai 12,900,000 - (12,900,000)("
5.2.1.01. Honorarium PNS 12,900,000 - (12,900,000)|




KODE REKENING URALAN PERUBAMAN | PERUBAMAN | (BERKURANG)
PENJELASAN / DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 6

5.2.1.01.01 Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan 12,900,000 - (12,900,000)|"

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 113,390,000 113,390,000 -

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 370,000 370,000 -

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 370,000 370,000 -

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 75,600,000 75,600,000 -7

5.2.2.03.38 Belanja jasa narasumber 75,600,000 75,600,000 -1

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 550,000 550,000 -

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 350,000 350,000 -

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 200,000 200,000 -7

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13,650,000 13,650,000 -

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 13,650,000 13,650,000 -

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23,220,000 23,220,000 -

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23,220,000 23,220,000 -7

Sumber Dana DBH
:;_,0_(2);2'02'01' Workshop Manajemen Puskesmas 100,000,000 100,000,000 - |Lokasi Luar Daerah
Keluaran Peningkatan pengetahuan tentang

5.2.1. Belanja Pegawai 36,100,000 36,100,000 -

5.2.1.01. Honorarium PNS 36,100,000 36,100,000 -

5.2.1.01.01 Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan 6,600,000 6,600,000 -

5.2.1.01.04 Honorarium peserta kegiatan 25,000,000 25,000,000 -

5.2.1.01.08 Honorarium moderator 4,500,000 4,500,000 -

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 63,900,000 63,900,000 -

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1,350,000 1,350,000 -

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,350,000 1,350,000 -

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12,050,000 12,050,000 -




KODE REKENING URALAN PERUBAMAN | PERUBAMAN | (BERKURANG)
PENJELASAN / DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 6
5.2.2.03.37 Belanja dekorasi 350,000 350,000 -
5.2.2.03.38 Belanja jasa narasumber 11,700,000 11,700,000 -
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 760,000 760,000 -
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 350,000 350,000 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 410,000 410,000 -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10,740,000 10,740,000 -
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10,740,000 10,740,000 -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 39,000,000 6,000,000 (33,000,000)
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33,000,000 - (33,000,000)
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6,000,000 6,000,000 -
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - 33,000,000 33,000,000
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Kamar/Gudang - 33,000,000 33,000,000
Sumber Dana DAK Non Fisik BOK
:2(2)-618-02-01- Implementasi Akreditasi Puskesmas 123,120,000 92,720,000 (30,400,000) | Lokasi Puskesmas Akelamo, Tosa, Talagamori,
Keluaran jﬁ'm'lahAPuske-sma's yang akan diakreditasi
5.2.1. Belanja Pegawai 12,900,000 - (12,900,000)
5.2.1.01. Honorarium PNS 12,900,000 - (12,900,000)
5.2.1.01.01 Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan 12,900,000 - (12,900,000)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110,220,000 92,720,000 (17,500,000)
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 75,600,000 63,000,000 (12,600,000)
5.2.2.03.38 Belanja jasa narasumber 75,600,000 63,000,000 (12,600,000)
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 11,400,000 9,500,000 (1,900,000)
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11,400,000 9,500,000 (1,900,000)
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23,220,000 20,220,000 (3,000,000)




KODE REKENING URALAN PERUBAMAN | PERUBAMAN | (BERKURANG)
PENJELASAN / DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 6
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23,220,000 20,220,000 (3,000,000)
Sumber Dana DAK Non Fisik BOK
;0.(2)-7;-02-01- Workshop Akreditasi Puskesmas 132,633,000 119,733,000 (12,900,000) |Lokasi Puskesmas Akelamo, Tosa, Talagamori,
Keluaran jl.J—m’Iah-Puske_sma's yang akan diakreditasi
5.2.1. Belanja Pegawai 12,900,000 - (12,900,000)
5.2.1.01. Honorarium PNS 12,900,000 (12,900,000)
5.2.1.01.01 Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan 12,900,000 (12,900,000)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 119,733,000 119,733,000 -
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 255,000 255,000 -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 255,000 255,000 -
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 75,600,000 75,600,000 -
5.2.2.03.38 Belanja jasa narasumber 75,600,000 75,600,000 -
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 708,000 708,000 -
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 500,000 500,000 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 208,000 208,000 -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 19,950,000 19,950,000 -
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Pegawai 19,950,000 19,950,000 -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23,220,000 23,220,000 -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 23,220,000 23,220,000
Sumber Dana DAK Non Fisik BOK
10a-7.02.01- Survey Penilaian Akreditasi Puskesmas 325,478,500 314,728,500 (10,750,000 [Lokasi Puskesmas Akelamo, Tosa, Talagamori,
Keluaran Sur\;ey I’enila-ian Akreditasi Puskesmas
5.2.1. Belanja Pegawai 10,750,000 - (10,750,000)
5.2.1.01. Honorarium PNS 10,750,000 - (10,750,000)
5.2.1.01.01 Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan 10,750,000 - (10,750,000)




KODE REKENING URALAN PERUBAMAN | PERUBAMAN | (BERKURANG)
PENJELASAN / DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 6
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 314,728,500 314,728,500 -
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500,000 500,000 -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 500,000 500,000 -
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 162,000,000 162,000,000 -
5.2.2.03.38 Belanja jasa narasumber 162,000,000 162,000,000 -
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 916,000 916,000 -
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 600,000 600,000 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 316,000 316,000 -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27,562,500 27,562,500 -
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 27,562,500 27,562,500 -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 123,750,000 123,750,000 -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 22,800,000 22,800,000 -
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100,950,000 100,950,000 -
Sumber Dana DAK Non Fisik BOK
:;_,0_(2)'7;'02'01' Zf('r‘::i':;';iinga" Penyusunan Dokumen 89,550,000 76,650,000 (12,900,000) |Lokasi Tidore Kepulauan
Keluaran Survey Penilaian Akreditasi Puskesmas
5.2.1. Belanja Pegawai 12,900,000 - (12,900,000)
5.2.1.01. Honorarium PNS 12,900,000 - (12,900,000)
5.2.1.01.01 Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan 12,900,000 - (12,900,000)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 76,650,000 76,650,000 -
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 50,400,000 50,400,000 -
5.2.2.03.38 Belanja jasa narasumber 50,400,000 50,400,000 -
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5,700,000 5,700,000 -
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5,700,000 5,700,000 -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20,550,000 20,550,000 -




KODE REKENING URALAN PERUBAMAN | PERUBAMAN | (BERKURANG)
PENJELASAN / DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 6
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20,550,000 20,550,000 -
Sumber Dana DBH
:2).(2);];02.01- ;v::‘l;?:;znAudit internal dan Tinjauan ) 64,100,000 64,100,000 Lokasi Luar Daerah
Keluaran Peningkatan pengetahuan tentang
5.2.1. Belanja Pegawai - 36,400,000 36,400,000
5.2.1.01. Honorarium PNS - 32,150,000 32,150,000
5.2.1.01.04 HonorariumPeserta Kegiatan - 31,250,000 31,250,000
5.2.1.01.08 Honorarium Moderator - 900,000 900,000
5.2.1.02. Honorarium Non PNS - 4,250,000 4,250,000
5.2.1.01.04 HonorariumPeserta Kegiatan - 4,250,000 4,250,000
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - 27,700,000 27,700,000
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis - 395,000 395,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor - 395,000 395,000
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - 13,800,000 13,800,000
5.2.2.03.09 Belanja Dekorasi - 300,000 300,000
5.2.2.03.38 Belanja jasa narasumber - 13,500,000 13,500,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - 865,000 865,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak - 865,000 865,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - 5,640,000 5,640,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - 5,640,000 5,640,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 7,000,000 7,000,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas - 7,000,000 7,000,000
Sumber Dana DBH
o 0xor Workshop Keselamatan pasien - 39,400,000 39,400,000 |Lokasi Kota Tidore
Keluaran Peningkatan pengetahuan tentang




uratan O o W [l
PENJELASAN / DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 6

5.2.1. Belanja Pegawai - 24,700,000 24,700,000

5.2.1.01. Honorarium PNS - 21,050,000 21,050,000

5.2.1.01.04 HonorariumPeserta Kegiatan - 20,350,000 20,350,000

5.2.1.01.08 Honorarium Moderator - 700,000 700,000

5.2.1.02. Honorarium Non PNS - 3,650,000 3,650,000

5.2.1.01.04 HonorariumPeserta Kegiatan - 3,650,000 3,650,000

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - 14,700,000 14,700,000

5.2.2.01. Belanja Bahan Habis Pakai - 400,000 400,000

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor - 400,000 400,000

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - 9,250,000 9,250,000

5.2.2.03.09 Belanja Dekorasi - 250,000 250,000

5.2.2.03.38 Belanja jasa narasumber - 9,000,000 9,000,000

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - 760,000 760,000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak - 760,000 760,000

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - 3,290,000 3,290,000

5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - 3,290,000 3,290,000

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - 1,000,000 1,000,000

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 1,000,000 1,000,000

1.02-1.02.01-19 ::SJ:Eszfm“i Kesehatan dan Pemberdayaan| ;. 44 000.00 236,000,000 -

Sumber Dana DBH
:'90.(2);12'02'01- Penyebarluasan Informasi Kesehatan 150,605,000 150,605,000 - |Lokasi Tidore Kepulauan
Keluaran Tersosialisasinya pesan kesehatan

5.2.1. Belanja Pegawai 20,180,000 - (20,180,000)

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 20,180,000 - (20,180,000)




SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/
KODE REKENING URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG)
PENJELASAN / DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 6
5.2.1.02.07 Upah Kerja 20,180,000 - (20,180,000)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 130,425,000 150,605,000 20,180,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 130,425,000 150,605,000 20,180,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 130,425,000 150,605,000 20,180,000
Sumber Dana DBH
1.02-1.02.01- Peningkatan Kapasitas Bidan, Kader posyandu . .
1'9 021‘ ’ dan Tokoh Masyarakat untuk Pengembangan 56,460,000 - (56,460,000) |Lokasi Tidore Kepulauan
' Desa Siaga . .
Keluaran Peningkatan sumber daya manusia
5.2.2, Belanja Barang dan Jasa 56,460,000 - (56,460,000)
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 500,000 - (500,000)
5.2.2.03.37 Belanja dekorasi 500,000 - (500,000)
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,340,000 - (1,340,000)
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 350,000 - (350,000)
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan/Fotocopy 990,000 - (990,000)
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10,780,000 - (10,780,000)
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10,780,000 - (10,780,000)
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 43,840,000 - (43,840,000)
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 43,840,000 - (43,840,000)
Sumber Dana DBH
1.02-1.02.01- Peningkatan Kapasitas Bidan, Kader desa siaga . )
1'9 023' ' dan Tokoh Masyarakat untuk Pengembangan - 56,460,000 56,460,000 |Lokasi Tidore Kepulauan
' Desa Siaga . .
Keluaran Peningkatan sumber daya manusia
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa - 56,460,000 56,460,000
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor - 500,000 500,000
5.2.2.03.37 Belanja dekorasi - 500,000 500,000
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan - 1,340,000 1,340,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak - 350,000 350,000




SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/
KODE REKENING URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG)
PENJELASAN / DASAR HUKUM
1 2 3 4 5 6

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan/Fotocopy - 990,000 990,000
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman - 10,780,000 10,780,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - 10,780,000 10,780,000
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas - 43,840,000 43,840,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - 43,840,000 43,840,000

Program pengadaan, peningkatan dan
1.02-1.02.01-25 perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan

Sumber Dana DBH
1.02-1.02.01- Kegla-tan _Pengadaan Sarana Penunjang 401,798,000 401,798,000 - |Lokasi Tidore Kepulauan
25.060 Imunisasi
Keluaran Peningkatan sumber daya manusia

5.2.3. Belanja Modal 401,798,000 401,798,000 -
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kedokteran 401,798,000 401,798,000 -
5.2.3.19.01 Pengadaan Cold Chain Dinas Kesehatan 171,398,000 105,000,000 (66,398,000)

Pengadaan Vaksin carrier 230,400,000 211,798,000 (18,602,000)

Pengadaan Cold Puskesmas - 85,000,000 85,000,000




pegawai
barang

modal

pegawai total

barang

modal

(45,080,000)
45,080,000

(79,295,000)

88,360,000

490,935,000
500,000,000.00
500,000,000.00

(79,295,000)
88,360,000
490,935,000

48,920,247,840
245,043,510,409

170,268,457,116

48,920,247,840
245,043,510,409
170,268,457,116

48,840,952,840
245,131,870,409

170,759,392,116

48,840,952,840
245,131,870,409
170,759,392,116

































Urusan
Pemerintahan

Organisasi SKPD

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

:1.01 - PENDIDIKAN

:1.01.01 - Dinas Pendidikan

SEBELUM SESUDAH BERTAMBAH/
PENJELASAN / DASAR HUKUM
KODE REKENING URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG)
1 2 3 4
1.01-1.01.01-16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 105,000,000 105,000,000 -
Sembilan Tahun
Sumber Dana  : DAK Reguler Bidang Pendidikan
1601_2:201'01_ Pengadaan Media Pembelajaran SMP (DAK 105,000,000 105,000,000 - Lokasi - Kec. Oba
Keluaran : Pengadaan Media Pembelajaran SMP ( DAK|
5.2.3. Belanja Modal 105,000,000 105,000,000 -
52.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 105,000,000 ) (105,000,000)
Laboratorium
5.2.3.20.04 Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium IPA 105,000,000 - (105,000,000)
5.2.3.33. Belanja Modal Pengadan Peralatan Pendidikan - 105,000,000 105,000,000
5.2.3.33.13 Belanja modal pengadan Media Pembelajaran - 105,000,000 105,000,000
1.01-1.01.01-18 Program Pendidikan Non Formal 777,000,000 777,000,000 -
Sumber Dana DAK Reguler Bidang Pendidikan
1.01-1.01.01- Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta . .
594,000,000 - 594,000,000
18.016 Prabotnya (RKB) SKB (DAK) ( ) Lokasi Kec. Tidore
Keluaran RKB beserta Prabotnya (RKB) SKB (DAK)
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25,200,000 - (25,200,000)
5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi 25,200,000 - (25,200,000)
5.2.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning) 10,080,000 - (10,080,000)
5.2.2.19.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan (Supervision) 15,120,000 - (15,120,000)
5.2.3. Belanja Modal 568,800,000 - (568,800,000)
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 90,000,000 - (90,000,000)
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